
 

 
 

 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

NOMOR  11  TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKAMARA, 

Menimbang :   a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah   
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan      
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu 
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; 

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan 
Peraturan tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai 
pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8                   
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten                 
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur  
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik      
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran                     
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

 

 

 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 
Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang 
Organisasi Kelurahan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

dan 
BUPATI SUKAMARA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KELURAHAN 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai                                

unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sukamara. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut                                   

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai Unsur                                      
penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sukamara  

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten                                      
Sukamara. 

 
 



 

 
 

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sukamara. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten                                  

Sukamara. 
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah                              

Daerah  yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan                                
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan                                           
Pemerintahan. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.  

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,                           

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri                                        
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan                              
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu                                     
serta bersifat mandiri. 

 
 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

 
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan. 
 (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                         

dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian                                   
kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu                                         
kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. 

(3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                                 
harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat : 
a. jumlah penduduk; 
b.  luas wilayah; 
c. bagian wilayah kerja; 
d. sarana dan prasarana pemerintahan. 

(4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi                           
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)                                       
dapat dihapus atau digabung. 

(5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih                       
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah                                             
mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan                                   
pemerintahan kelurahan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan 
penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),                      
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan                                           
Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  
 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 
 

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang                              
berkedudukan di wilayah Kecamatan. 

 



 

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh                                        
Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada                                              
Bupati melalui Camat. 

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati                                              
atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. 

 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 4 
 

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)                                     
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,                                                
pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah                                    
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh                                          
Bupati. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)                                        
disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan                                                 
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada                                                   
ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan                                           
personil. 

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada                                          
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan                                                      
berpedoman pada Peraturan Menteri.   

 

Bagian Ketiga 
Fungsi  

Pasal 5 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,                                     
Lurah menyelenggarakan fungsi : 
 
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. pemberdayaan masyarakat; 
c. pelayanan masyarakat; 
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan pelayanan umum, dan; 
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 
 

BAB IV 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 
 

(1)   Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. 
(2)    Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri                                               

dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4                                          
(empat) Seksi serta jabatan fungsional. 

 (3)  Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan                                                 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada                                     
Lurah. 



 

(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi                                    
dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah                                          
Kabupaten/Kota atas usul Camat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja                                 
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan                                         
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

 
 
 

Bagian Kedua  
Bagan Susunan Organisasi 

Pasal 7 

Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantumdalam                               
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan                                          
Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Tata Kerja 

Pasal 8 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan                                            
koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah                                
kerjanya.  
 

Pasal 9 

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab                                            
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan                                     
fungsi masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan                                  
mengawasi bawahannya masing-masing. 

 
BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 10 
 

(1)  Lurah Eselon IV.a, Sekretaris Lurah dan Kepala Eselon IV.b,                                        
Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kelurahan diangkat                                      
dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai                                
dengan peraturan perundang-undangan; 

(2) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Kelurahan dilakukan oleh                                   
Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuan Peraturan perundang-                                  
undangan 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 
 

Pelaksanaan Penataan Organisasi Kelurahan termasuk pengisian                                   
personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat                                          
tanggal 23 Juli 2008. 

BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang                                 
mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas pokok dan fungsi                                            
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 



 

 
Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                           
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran                                                 
Daerah Kabupaten Sukamara. 

 
Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 16 Juli 2008      
 
BUPATI  SUKAMARA, 
 
               Ttd 
 
 NAWAWI MAHMUDA  
 

 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 16 Juli 2008 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKAMARA, 
 
              Ttd 
 
Drs.Ec. IMANUDDIN 
Pembina Utama Muda 
NIP. 530 007 015 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR       TAHUN 2008 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN 

 
I. UMUM 

 

Pengaturan kembali tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dimaksudkan        
untuk meningkatkan kemampuan Kelurahan sebagai perangkat Daerah yang 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Organisasi Kelurahan. 
Pengaturan wilayah Kelurahan yang ada dan telah diberlakukan sebelum 
ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan sebagai wilayah 
Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 

                 Pasal 1  
 Cukup jelas.  
 Pasal 2  
  Cukup jelas. 
 Pasal 3  
  Cukup jelas. 
 Pasal 4  
  Cukup jelas. 
 Pasal 5  
  Cukup jelas. 
 Pasal 6  
  Cukup jelas. 
 Pasal 7  
  Cukup jelas. 
 Pasal 8  
  Cukup jelas. 

 Pasal 9  
  Cukup jelas. 
 Pasal 10  
  Cukup jelas. 
 Pasal 11  
  Cukup jelas. 
 Pasal 12 
  Cukup jelas. 

 Pasal 13 
          Cukup Jelas 
 
 
 
 
    TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR



 

 

                    LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
               NOMOR   : 11 TAHUN 2008 
                 TANGGAL :  16   Juli  2008 

 

   

 

LURAH  

 

SEKRETARIS LURAH 

 

SEKSI PEMERINTAHAN   SEKSI KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN 

SEKSI PEMBANGUNAN 
DAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 
 

 
LINGKUNGAN 

 

 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN 

 
SEKSI UMUM 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BUPATI SUKAMARA 
 

Ttd 
 

AHMAD DIRMAN 


